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ABSTRACT
RINGKASAN
BPJS Ketenagakerjaan merupakan perusahaan yang  bergerak dalam bidang jasa yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja.
Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua
(JHT).
BPJS Ketenagakerjaan juga melaksanakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap peserta dan masyarakat dalam bentuk
suatu program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP). Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta merupakan program
tambahan yang dapat dinikmati oleh tenaga kerja beserta keluarganya. Berupa dana yang sifatnya bergulir (pinjaman) maupun
berupa dana yang tidak bergulir (hibah). Salah satu dari program DPKP adalah bantuan dana beasiswa anak peserta. 
Bantuan dana beasiswa anak peserta ini diberikan dalam bentuk tunai oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung dan
meningkatkan kecerdasan bagi anak-anak yang berprestasi. Penyaluran bantuan dana beasiswa bertujuan membantu meringankan
tenaga kerja peserta dalam pembiayaan pendidikan anak peserta yang berprestasi untuk jangka waktu 12 bulan. Jumlah beasiswa
yang diberikan kepada masing-masing anak berbeda untuk tiap kategori, yaitu untuk siswa SD dan SMP Rp. 1,8 juta dan untuk
SMA dan Mahasiswa Rp. 2,4 juta.
Dalam pengajuan beasiswa anak peserta adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi baik berupa persyaratan umum maupun
persyaratan khusus. Surat permohonan beasiswa dikatakan layak apabila persyaratan sudah lengkap dan sesuai prosedur yang
ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan maka peserta yang mengajukan permohonan beasiswa berhak menerima surat penetapan dan
surat keterangan beasiswa untuk proses droping dana, dan pembayaran tunai beasiswa. Dan apabila surat permohonan beasiswa
tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka pihak BPJS Ketenagakerjaan memberikan surat penolakan kepada
penanggug jawab pengurusan.
